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PERKARA NOMOR 14/PUU-XX/2022 

Tentang  

Pengujian Formil Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  
 

Pemohon : Priyanto 
Jenis Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945). 

Pokok Perkara : UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945. 
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Tanggal Putusan : Rabu, 20 April 2022. 
Ikhtisar Putusan :  

 Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan 
permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (UU 7/2021); 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
pengujian formil undang-undang, in casu UU 7/2021 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf 
a UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Terkait dengan tenggang waktu pengujian formil, menurut Mahkamah, merujuk 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang dimaksud dengan frasa “45 
(empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai 
waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian 
dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan 
pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka 
waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; 

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2021 ke 
Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan 
Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP.3/01/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 14/PUU-XX/2022. Oleh karena UU 7/2021 
diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 hari sejak Undang-Undang a quo 
diundangkan dalam Lembaran Negara adalah pada 12 Desember 2021. Dengan demikian, 
permohonan pengujian formil UU 7/2021 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan 
bertanggal 21 Januari 2022 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang 
ditentukan sebagaimana di atas; 

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan 
permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 


